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PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya
upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; bahwa untuk menciptakan
iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan
kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; bahwa dengan
telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah
mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah



CATATAN

Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dikabupaten Hulu Sungai tengah,
dengan sistematika sebagai berikut:

Ketentuan Umum;

Asas, Tujuan, Dan Sasaran;

Kewenangan Penanaman Modal;

Kebijakan Penanaman Modal Daerah;
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5. Peran Serta Masyarakat;

6. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
7. Sanksi Administratif;

8. Ketentuan Peralihan;

9. Ketentuan Penutup;

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2016.



